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Sumber gambar: 

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/23/dinas-pupr-kalsel-rapat-teknis-terkait-

pembangunan-jembatan-pulau-laut/ 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan 

Selatan (Kalsel) melakukan rapat teknis dalam rangka keberlanjutan pembangunan 

Jembatan Pulau Laut. 

Rapat Dinas PUPR Kalsel digelar bersama Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru dan 

Tanah Bumbu di Ruang rapat Kantor PUPR Kalsel di Banjarbaru. 

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan melalui Kepala Seksi Pembinaan Teknis 

Jalan dan Jembatan, Dedi Hidayat mengatakan dalam ekspose pembangunan Jembatan 

Pulau Laut disampaikan seluruh desain baik dari kontruksi sampai pada desain akhir.  

”Karena ada perubahan-perubahan seperti klierensnya dari 40 meter ke 30 meter, 

juga terkait barang dengan pelaksanaan. Jadi secara desain akan lebih dilengkapi lagi dan 

nanti akan disampaikan dilaporan akhir detailnya,” kata Dedi, Selasa (23/7/2024). 

Ia menuturkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 milyar 

dengan melibatkan para tenaga ahli dari pusat untuk mendukung pembangunan jembatan 

dan agar sesuai dengan standart serta prosedur kementerian dan kemudahan di lapangan. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan Rapat 

Teknis Terkait Pembangunan Jembatan Pulau Laut  
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”Setelah ini, kita sudah kontrak pelaksana untuk jembatan pendekat, dari Batulicin 

300 meter, dan Kotabaru 400 meter dengan lantai. Ini sebagai acuan untuk pelaksanaan 

ke depannya,” ucapnya. 

Dedi menambahkan, proses pembangunan jembatan pendekat tersebut lumayan 

panjang dan bertahap sehingga perencanaan ini juga akan masuk ke Keamanan Jembatan 

dan Terowongan Jalan (KKJTJ) terlebih dahulu terutama untuk bentang utamanya 

sepanjang lebar 200x 30 Meter. 

”Itu yang harus kita konsultasikan dan meminta persetujuan di KKJTJ, ketika itu 

sampai selesai desain ini bisa menjadi acuan utama dalam pembangunan, tinggal 

bagaimana lagi sistem pendanaan untuk membackup perencanaan sesuai dengan rencana 

yang terimplementasi dengan bangunannya,” imbuhnya. 

Dedi mengungkapkan, secara desain yang sudah ada sejak tahun 2014-2015. 

kemudian pihaknya melakukan review ulang dikarenakan ada perubahan dimensi dalam 

ketinggian klierens dan mendapat surat Dirjend Perhubungan Laut dari Kementerian 

Perhubungan terkait diperbolehkannya 30 meter dari tinggi air tertinggi.  

”Jadi itu memungkinkan untuk kita desain ulang sehingga dulu mungkin cukup 

tinggi dan bentang utamanya sudah tidak sepanjang yang dulu. Kitapun telah melakukan  

investigasi lagi terkait kondisi tanah dan tinggi permukaan serta pasang surut air laut dan 

tidak banyak perubahan,” pungkasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/23/dinas-pupr-kalsel-rapat-teknis-

terkait-pembangunan-jembatan-pulau-laut/, 23 Juli 2024.  

2. https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/236340/rapat-teknis-terkait-

pembangunan-jembatan-pulau-laut-kembali-digelar-dinas-pupr-kalsel, 23 Juli 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
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 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


